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Halaman 1 dan 15

BPK Belum Ada Permintaan Audit Mobil Listrik

JAKARTA - Kejaksaan .

belum memegang audit kerugian negara

Agung

BUMN

Kejagung )r‘ei'ﬁ‘yata'
dariBadan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara pembuatan
prototipe mobil listrik yang dilakukan tiga pery sahaan

BUMN. Hal tersebut memperkuat indikasi b
penetapan Dahlan Iskan sebagaii‘ersangcmi_ ak

Juru Bicara BPK Yudi Rahman mene 0, sampai
kemarin (27/2) pihaknya belum menerima permin-
taan audit investigasi dari kejaksaan an terkait mobi

listrik BUMN




Jaksa Tidak Had

HBPK...
Sambungan dari hal 1

"Yang kami tangani saat ini
permintaan perhitungan kerugian
negara atas pengadaan mobil
listrik di Kementerian Riset dan
Teknologi,” kata Yudi saat dihu-
bungi kemarin.

Pernyataan Yudi itu mematahkan
Iaim Jaksa Agung M. Prasetyo se-

lama ini. Sebelumnya, kepada se- -

jumlah media, Prasetyo mengaku
telah mengantongi audit investigasi
dari BPK terkait penanganan kasus
mobil listrik dengan tersangka
Dahlan Iskan.

Permintaan audit BPK tentu tidak
bisa ujuleujuk jadi. Apalagi yang di-
butuhkan kejaksaan adalah audit
investigasi. Audit investigasi biasa
membutuhkan waktu lebih lama.
Sebab, menurut Yudi, auditinves-
tigasi butuh kecukupan bukti, pen-
dalaman, dan komunikasi dengan
penegak hukum. "Jadi, waktunya
tidak bisa dipastikan,” katanya.

Pakar hukum administrasi asal
Universitas Gadjah Mada Richo
Andi Wibowo menuturkan, BPK

harus berhati-hati dan cermat
dalam melakukan audit tentang :

pembuatan mobil listrik. Sebab,
auditnya tidak bisa disamakan
‘dengan audit pengadaan biasa.
Apalagi, pembuatan prototipe
mobil listrik berasal dari dana
sponsorship perusahaan BUMN.
”Memang soal ini (audit perusa-
haan BUMN, Red) masih sering
menjadi perdebatan. Namun, me-
rujukputusan MK, audit BPK harus
menghormati business judgment
rule ungkap pria yang beberapa
kali menulis jurnal tentang
pengadaan itu. e

~ Sementaraitu, Yusril ThzaMa- _ tetbitnya S

‘belum mengantongi audit BPK.
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Halaman 1 dan 13

BUMN
I, Praper

1Ly
hendra, pengacara Dahlan Iskan,
meyakini sejak awal Kejagung

Karena itu, pihaknya menemp
praperadilan atas penetapan ter-
sangka Dahlan Iskan. Penetapa
tersangka tersebut dinilai tid
sah menurut hukum. :

»Pak Dahlan itu ditetapkan se

Selatan kemarin. - .

Dasep adalah pemilik PT Sarim
Ahmadi Pratama. Bekerja san
dengan tiga perusahaan Bl M
dia membuat prototipe moh
listrik untuk keperluan prome
di APEC 2013. =

sesuai pasal 270 KUHAP, Kejaksa
Agung hanya bisa mengeksek
sebuah putusan setelah ada
salinan yang didapat secarares mi
dari MA. Bukan atas dasar petikan
putusan. Dengan begitu, tindal
Kejagung menetapkan Dahlan
Iskan sebagai tersangka hanya
dari petikan putusan bisa dir ilai
inkonstitusional.
Yusril menjelaskan, putusan
Dasep tidak bisa diterapkan be gitu
saja kepada Dahlan Iskan. Sebab,
telah terjadi pembaruan hukum
yang sangat fundamental ter kait
tindak pidana korupsi. Pertama,
keluarnya putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) No 25/PUU-
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Agung (SEMA) No 4/2016. SEMA
itu berisi pemberlakuan rumusan
hasil rapat pleno kamar Mahkamah
Agung 2016. SEMA tersebut ber-
laku sebagaipedomanpelaksanaan
tugas bagi pengadilan di seluruh
Indonesia. ‘
Pada bagian A angka 6 di SEMA
4/2016, MA menentukan lembaga
yang berwenang menyatakan ada
tidaknya kerugian keuangan ne-
gara. Lembaga yang berwenang
secara konstitusional menurut
MA adalah Badan Pemeriksaan Ke-
uangan (BPK). Sebaliknya, lem-
baga lain diluar itu tidak berwe-
nang menyatakan ada atau tidak-
nya kerugian negara. Bl
»pada kasus mobil listrik, BPK
telah menyatakan tidak ada keru-
gian negara. Tapi, Kejaksaan Agung

: menggunakan BPKP/ ujar Yusril.
" Perhitungan kerugian negara yang

dilakukan BPKP dalam kasus
mobil listrik juga menjadi perde-
batan. Sebab, BPKP menghitung
kerugian berdasar fotal lost.
Audit BPKP dalam kasus mobil
listrikituseringmenjadi perdebatan
dikalangan praktisi hukum. Sebab,
penerapan fotal Jostsama sajamenn-
berikan nilai nol pada pengerjaan
yang dilakukan Dasep Ahmadi.
Padahal, faktanya, Dasep berhasil
menyelesaikan prototipe yang
dipesan tiga perusahaan BUMN.
Yangjadi masalah sebenarmyaha-
nya keterlambatan penyerahan.
Sementara itu, sidang praper-
adilan Dahlan Iskan kemarin batal
digelar. Hakim tunggal Made
Sutrisna memutuskan menunda
sidang pada Senin pekan depan.
Sebab, Kejagung yang sebelumnya
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‘menyatakan siap menghadapi.
Dahlan ternyata tidak hadir tanpa
pemberitahuan. (atm/c10/ang)




